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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM. 16 TAHUN 2017
TENTANG

SERTIFIKASI TENAGA PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—_

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 276
Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian, sesuai dengan
perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian perlu
mengatur peraturan yang terkait dengan sertifikasi
tenaga perawatan sarana perkeretaapian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Tenaga

Perawatan Sarana Perkeretaapian;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
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Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Kereta Api(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun
2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1022);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
SERTIFIKASI TENAGA PERAWATAN SARANA
PERKERETAAPIAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.

Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri
atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta
norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk
penyelenggaraan transportasi kereta api.

Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga
gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan
dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan
ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan
perjalanan kereta api.

Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat
bergerak di jalan rel.

Perawatan Sarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang
dilakukan untuk mempertahankan keandalan sarana
perkeretaapian agar tetap laik operasi.

Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian adalah tenaga
yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi
kewenangan untuk melaksanakan perawatan sarana
perkeretaapian.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang
dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus
dihAyati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas
keprofesionalannya.

Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan
belajar mengajar dalam  rangka = meningkatkan
pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan
sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan
dalam penyelenggaraan transportasi.

Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana
Perkeretaapian adalah tanda bukti telah memenuhi
persyaratan Kompetensi sebagai tenaga perawatan

sarana perkeretaapian.
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10.

11.

Assesor adalah tenaga penilai yang menilai kualifikasi
tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa,
tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana
Perkeretaapian, awak sarana Perkeretaapian, tenaga
penanganan kecelakaan, tenaga pemeriksa kecelakaan,
tenaga  analisis kecelakaan, tenaga  pemeriksa
kecelakaan, tenaga analisis kecelakaan dan tenaga
pelaksana pembangunan prasarana Perkeretaapian.
Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan
perkeretaapian.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas

dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

BAB II

JENIS DAN KLASIFIKASI KEAHLIAN TENAGA PERAWATAN

(1)

(2)

(3)

SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 2

Setiap penyelenggara sarana perkeretaapian wajib

melaksanakan perawatan sarana untuk

mempertahankan kehandalan sarana perkeretaapian
agar tetap laik operasi.

Perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), harus dilaksanakan oleh tenaga perawatan

sarana yang memiliki kompetensi untuk melakukan
perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan
bidangnya.

Tenaga perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi standar

kompetensi sebagai berikut :

a. mengetahui dan memahami tata cara dan prosedur
perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan
bidangnya;

b. mengetahui dan memahami spesifikasi teknis sarana

perkeretaapian sesuai dengan bidangnya;
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c. mampu melakukan perawatan terhadap sistem dan
komponen sarana perkeretaapian sesuai dengan
bidangnya,;

d. mampu melakukan perbaikan sesuai persyaratan
dan standar perawatan sarana perkeretaapian
sesuai dengan bidangnya,;

e. mampu menyusun perencanaan kegiatan
pelaksanakan perawatan sarana perkeretaapian
sesuai dengan bidangnya;

f.  mampu menganalisa dan mengevaluasi hasil
perawatan sesuai persyaratan dan = standar
perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan
bidangnya;

g. ~mampu menilai kelaikan operasi sarana
perkeretaapian sesuai dengan bidangnya; dan

h. mampu memberikan rekomendasi untuk dilakukan
perbaikan terhadap sarana perkeretaapian sesuai

dengan bidangnya.

Pasal 3
Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, harus memiliki sertifikat
keahlian dan tanda pengenal sesuai dengan bidangnya
yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana
Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diperoleh setelah Lulus uji kompetensi oleh Direktorat
Jenderal Perkeretaapian.
Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan kartu identitas dalam bentuk smart card
yang diberikan kepada seseorang yang telah memperoleh
sertifikat keahlian sebagai Tenaga Perawatan Sarana
Perkeretaapian.
Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal tenaga Perawatan
Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), berlaku selama 4 (empat) tahun.
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